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No. B-859/Un.19/R/KM.00.2/1/2022 

TENTANG 

MEKANISME PELAKSANAAN KERINGANAN UANG KULIAH TUNGGAL 

(UKT)  ATAS DAMPAK BENCANA WABAH COVID-19 

BAGI MAHASISWA UIN PROF. K. H. SAIFUDDIN ZUHRI  PURWOKERTO 

SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2021/2022 

 

 
A. UMUM 

1. Bahwa memperhatikan Keputusan Menteri Agama (KMA) RI Nomor 84 Tahun 2022 
tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Agama Nomor 515 Tahun 2020 
Tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri 
atas Dampak Bencana Wabah Covid-19. 

2. Bahwa untuk meringankan pembiayaan UKT bagi mahasiswa yang terdampak 
bencana wabah Covid-19, maka perlu diterbitkan Surat Edaran. 

 
B. MAKSUD DAN TUJUAN 

1. Memberikan pedoman mekanisme pelaksanaan keringanan UKT bagi mahasiswa UIN 
Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada Semester Genap Tahun Akademik 
2021/2022 sebagai dampak Bencana  Wabah Covid-19. 

2. Memberikan keringanan UKT yang dibebankan kepada mahasiswa UIN Prof. K. H. 
Saifuddin Zuhri Purwokerto pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022. 

 
C. RUANG LINGKUP 

Surat edaran ini memuat pedoman mekanisme pelaksanaan keringanan UKT bagi 
mahasiswa UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada Semester Genap Tahun 
Akademik 2021/2022 sebagai Dampak Bencana Wabah Covid-19. 

 
D. MEKANISME PELAKSANAAN KERINGANAN UKT 

Keringanan UKT diberikan kepada mahasiswa dengan ketentuan : 
1. Mahasiswa aktif program Sarjana (S-1) Semester 2 ke atas. 
2. Mahasiswa yang mendapatkan minimal UKT Grade 2. 
3. Keringanan berupa pengurangan UKT sebesar 20% dari nominal UKT yang 

dibayarkan oleh mahasiswa. Pengurangan tersebut sudah termasuk subsidi paket data 
mahasiswa; dan hanya berlaku pada Semester Genap Tahun akademik 2021/2022. 

 
E. SYARAT PENGAJUAN KERINGANAN UKT 

Mahasiswa mengajukan permohonan keringanan UKT kepada Rektor UIN Prof. K. H. 
Saifuddin Zuhri Purwokerto melalui laman sisca.uinsaizu.ac.id dengan dilampiri 
dokumen pendukung persyaratan sebagai berikut : 
1. Scan Surat Permohonan Keringanan UKT 
2. Scan bukti pembayaran UKT Semester Gasal Tahun Akademik 2021/2022 
3. Scan surat pernyataan tidak sedang menerima beasiswa dari pihak/lembaga lain 
4. Scan bukti pendukung perubahan keuangan orang tua (pilih salah satu yang sesuai) : 

a. Meninggal dunia, dibuktikan dengan Surat Kematian dari kelurahan/desa; 
b. Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dibuktikan dengan Surat PHK 
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dari  perusahaan/instansi di mana orang tua bekerja; 

c. Mengalami kerugian usaha atau dinyatakan pailit, dibuktikan dengan pernyataan 
pailit oleh lembaga yang berwenang; 

d. Mengalami penutupan tempat usaha, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari 
Pemerintah Daerah; 

e. Menurun pendapatannya secara signifikan, dibuktikan dengan surat keterangan dari 
Desa/Kelurahan. 

 
F. PELAKSANAAN KERINGANAN UKT 

1. Pendaftaran di laman sisca.uinsaizu.ac.id : 31 Januari-3 Februari 2022 
2. Verifikasi : 4 Februari 2022 
3. Sidang yudisium penetapan keringanan UKT : 5 Februari 2022 
4. Pengumuman keringanan UKT : 6 Februari 2022 
5. Input data UKT di Mikwa : 6 Februari 2022 

 
G. KETENTUAN TAMBAHAN 

1. Permohonan keringanan UKT ini akan dilakukan verifikasi sesuai persyaratan. 
2. Surat Edaran ini berlaku terhitung mulai ditetapkan dan akan dievaluasi lebih 

lanjut sesuai 
perkembangan situasi dan kondisi. 

3. Apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perubahan dan 
perbaikan sebagaimana mestinya. 

 
 
 
 

 
Purwokerto, 29 Januari 2022 

Rektor 

 

 

Moh. Roqib 

 
 
 

 

 
Tembusan Yth : 
 

1. Menteri Agama Republik Indonesia; 
2. Sekjen. Kemenag. RI di Jakarta; 
3. Dirjen. Pendis. Kemenag. RI; 
4. Direktur DIKTIS Kemenag. RI. 

 
 


